—__ PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI TAMBAK

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.|
Nomor 21/PRT/M/2015, tanggal 23 April 2015}

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No-
mor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diberi
wewenang dan tanggungjawab untuk mengatur
dan melaksanakan pengelolaan pengairan berupa
antara lain jaringan irigasi tambak secara lestari
dan untuk mencapai daya guna sebesar-besarnya;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerin-
tahan daerah sesuai asas otonomi daerah, dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah membagi sub-bidang uru-

_san sumber daya air menjadi kewenangan Pemer-
intan Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten/kota;

¢c. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Pemer-
intah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pen-
gaturan Air, ketentuan mengenai tata laksana
eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan
ditetapkan oleh Menteri;

d. bahwa guna memberikan dasar dan tuntunan
dalam melakukan eksploitasi dan pemeliharaan
sebagaimana dimaksud pada huruf ¢, diperlukan
eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tam-
bak; JDIH Kementerian PUPR

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf ¢, dan
huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pe-
kerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang
Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan. Irigasi
Tambak;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang

Pengairan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No-
mar 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran'Negara
Republik Indonesia Nomor 3225);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia- Nomor
7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-
hun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Republik ' Indonesia Nomor
16 Tahun 2015 tentang Kemeénterian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/
PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1304);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG
EKSPLOITASI DAN PEMEElHARAAN JARINGAN IRI-
GAS! TAMBAK. JDIH Kementerian PUPR

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud
dengan :
1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas,
ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk




10.

(il

dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air
hujan, dan air laut yang berada di darat.

Sumber air adalah tempat atau wadah air alami
dan/ataubuatan yang térdapat pada, di atas,
ataupun di bawah permukaan tanah.

Air asin adalah air dengan salinitas lebih tinggi
dari pada air payau sebesar = 35 %o.

Air payau adalah air dengan salinitas antara 0,5
%o sampai dengan 35 % vang terjadi karena pen-
campuran antara air laut dengan air tawar baik
secara alamiah maupun buatan.

Air tawar adalah air dengan salinitas lebih rendah
atau sama dengan 0,5 %o.

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan
pembuangan air irigasi untuk menunjang perta-
nian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, iri-
gasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa
dan irigasi tambak,

Tambak adalah kolam air payau yang digunakan
unt.uk budidaya perikanan darat berupa udang,
tkan, kepiting, kerang-kerangan dan rumput laut.
Jaringan irigasi tambak adalah saluran, bangu-
nan, dan bangunan pelengkap yang merupakan
satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan,
pembagian, pemberian, penggunaan, dan pem-
buangan air irigasi tambak.

Jaringan irigasi sederhana tambak adalah jarin-
gan irigasi tambak dengan saluran dan pintu yang
berfungsi sebagai pembawa dan pembuang air
payau secara tidak terpisah yang mengakibatkan
pencampuran antara air asin dengan air tawar se-
cara alamiah, dengan jumlah serta mutu air yang
belum terkendali.

Jaringan irigasi semi teknis tambak adalah jarin-
gan irigasi tambak dengan saluran dan pintu yang
berfungsi sebagai pembawa dan pembuang air
payau yang telah terpisah, yang mengakibatkan
pencampuran air asin dengan air tawar secara
alamiah di saluran pencampur, dilengkapi ban-
gunan air belum permanen, dengan jumlah serta
mutu air belum terkendali sepenuhnya. JDIH Ke-
menterian PUPR

Jaringan irigasi teknis tambak adalah jaringan iri-
gasi tambak dengan saluran dan pintu yang ber-
fungsi sebagai pembawa dan pembuang air payau
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yang telah terpisah, dilengkapi dengan bangunan
pencampur yang berfungsi sebagai tempat pen-
campuran antara air asin dengan air tawar; den-
gan bangunan air sudah lengkap dan permanen,
serta jumlah dan mutu air dapat sepenuhnya dik-
endalikan. ]

Limbah adalah sisa proses produksi atau kegiatan
domestik dalam bentuk cair, gas, atau padat.
Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tam-
bak adalah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan
jaringan irigasi tambak guna menjamin kelestar-
ian fungsi dari jaringan irigasi tambak untuk men-
jaga tata pengairan dan tata air yang baik berupa
pemeliharaan jaringan irigasi tambak serta opera-
si dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak.
Caren adalah bagian tepi sekeliling bagian dalam
dari dasar tambak yang dasarnya lebih dalam dari
pelataran yang berfungsi untuk memudahkan
panen. ;

Pelataran adalah bagian dari dasar tambak yang
dikelilingi oleh caren yang dasarnya lebih tinggi
dari dasar caren yang berfungsi untuk menum-
buhkan pakan alami.

F’engelolaan jaringan irigasi tambak adalah keg-
iatan yang meliputi operasi, pemeliharaan dan re-
habilitasi jaringan irigasi tambak.

Petak ipukan adalah petakan vyang berada di
dalam petakan pembesaran benih ikan.bandeng
{nener) atau benih udang (benur) dengan luasan
Ya sampai 1/3 kali luas petakan pembesaran yang
berfungsi untuk memelihara benih ikan bandeng
(nener) atau benih udang (benur) sampai dengan
ikan bandeng (nener} mencapai ukuran 5 cm - 7
cm dan udang (benur) ukuran PL 40-70.
Salinitas adalah jumlah unsur garam dalam satu-
an berat yang terkandung dalam air setiap satu
satuan berat air.

Saluran pemberi air asin adalah saluran yang ber-
fungsi mengalirkan air asin dari laut atau bangu-
nan pengambilan ke bangunan pencampur atau
langsung ke petak tambak.

Saluran pemberi air tawar adalah saluran untuk
mengalirkan air tawar dari sungai atau bangunan
pengambilan air tawar ke bangunan pencampur
atau langsung ke petak tambak.
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. Drainase tambak adalah pengaliran kelebihan air

yang sudah tidak dipergunakan lagi dari jaringan
irigasi tambak.

Pembudidayaan adalah kegiatan membiakkan,
membesarkan, memelihara, dan memanen hasil-
nya. .

Pola tanam adalah usaha yang dilakukan dengan
melaksanakan budi daya tambak berdasarkan ku-
run waktu tertentu.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indo-
nesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimak-
sud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Pengembangan jaringan irigasi adalah pemban-
gunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan
jaringan irigasi yang sudah ada.

Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh ke-
giatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah ter-
tentu yang belum ada jaringan irigasinya.
Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan me-
ningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi
yang sudah ada atau kegiatan menambah luas
areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah
ada dengan mempertimbangkan perubahan kon-
disi lingkungan daerah irigasi.

Rehabilitasi jaringan irigasi adatah kegiatan per-
baikan jaringan irigasi guna mengembalikan fung-
si dan pelayanan irigasi seperti semula.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sum-
ber daya air.

Dinas adalah instansi pemerintah provinsi atau
pemerintah kabupaten/kota yang membidangi iri-
gasi. : ‘

Masyarakat pembudidaya adalah kelompok ma-
syarakat yang bergerak dalam bidang budi daya
perikanan baik yang telah bergabung dalam or-
ganisasi perkumpulan petani pembudidaya atau
belum tergabung dalam organisasi perkumpulan
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petani pembudidaya.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acu-
an bagi Pemerintah Pusat, pemerintah daerah
provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota
dalam menyusun manual eksploitasi dan pemeli-
haraan jaringan irigasi tambak. JDIH Kementerian
PUPR

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menjamin
terselenggaranya eksploitasi dan pemeliharaan ja-
ringan irigasi tambak secara efisien dan efektif.

Pasal 3
Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tam-
bak berupa:
a. pemeliharaan jaringan irigasi tambak; dan
b. operasi jaringan irigasi tambak.
Pemeliharaan jaringan irigasi tambak sebagaima-
na dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan
upaya menjaga c‘ian mengamankan jaringan iri-
gasi tambak agar selalu dapat berfungsi dengan
baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan
mempertahankan kelestariaanya.
Operasi jaringan irigasi tambak sebagaimana di-
maksud pada ayat {1) huruf b, merupakan upaya
pengaturan air irigasi tambak dan pembuangan-
nya dengan tujuan untuk mengoptimalkan fungsi
dan manfaat jaringan irigasi tambak.
Pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi tambak
dan operasi jaringan irigasi tambak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaku-
kan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah
provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota,
atau pengelola sumber daya air sesuai dengan
kewenangannya.
Pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi tambak
dan operasi jaringan irigasi tambak sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), yang diban-

gun oleh badan usaha, kelompok masyarakat,
atau perseorangan menjadi tugas dan tanggung
jawab pihak-pihak yang membangun.

Pasal 4

Ruang lingkup pedoman ini meliputi:
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(2)
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operasi jaringan irigasi tambak;

pemeliharaan jaringan irigasi tambak;

partisipasi masyarakat;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan operasi
dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak; JDIH
Kementerian PUPR

kelembagaan dan organisasi pelaksana operasi
dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak; dan
pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan
irigasi tambak.

Pasal b
Operasi jaringan irigasi tambak sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 4 huruf a, ditujukan untuk
mengatur air di jaringan irigasi tambak sesuai
dengan rencana operasi yang disepakati antara
Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi
dan pemerintah daerah kabupaten/kota dan ke-
lompok pembudidaya.
Dalam perencanaan operasi jaringan irigasi tam-
bak, pengelola jaringan irigasi tambak paling se-
dikit perlu memperhatikan rencana pola tanam,
jenis dan tinggi rendahnya pasang surut, curah
hujan dan kondisi prasarana tambak.
Pelaksanaan operasi jaringan irigasi tambak seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan den-
gan prosedur:
a. operasi normal yang didasarkan pada rencana
operasi yang telah disepakati; dan -
b. operasi darurat apabila terjadi banjir, kekerin-
gan dan adanya pencemaran air, atau terjadi
" peningkatan kadar garam yang tinggi.

Pasal 6
Pemeliharaan jaringan irigasi tambak sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, ditujukan
untuk menjamin kesinambungan fungsi jaringan
irigasi tambak sesuai dengan masa layanan yang
direncanakan,
Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan
berkala, dan perbaikan darurat yang dilaksanakan
secara partisipatif,
Pemeliharaan rutin sebagaimaha dimaksud pada
ayat (2), dilakukan secara terus menerus.
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Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud
pada ayat (2}, dilakukan paling sedikit 2 (dua) ta-
hun sekali atau tergantung pada kondisi bangu-
nan dan saluran.

Perbaikan darurat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dilakukan akibat timbulnya kejadian
yang diluar dugaan termasuk bencana alam.
Pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi tambak’
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b
dapat dilakukan secara swakelola atau kontrak-
tual berdasarkan jenis pekerjaan, volume, waktu,
tenaga kerja, bahan, peralatan dan kualitas peker-
jaan dan/atau dapat dilaksariakan secara partisi-

~ patif oleh kelompok petani tambak.

Pasal 7

Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi tambak
dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah
daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/
kota sesuai dengan kewenangannya dalam pen-
gelolaan daerah irigasi tambak.

Dalam melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan
jaringan irigasi tambak Pemerintah Pusat, pemer-
intah daerah provinsi, pemerintah daerah kabu-
paten/kota melibatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 8

Pemantauan pelaksanaan operasi jaringan irigasi
tambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf d, ditujukan untuk mengetahui tingkat ef-
esiensi dan efektifitas pelaksanaan operasi jarin-
gan irigasi tambak. _ ]

Pemantauan pelaksanaan operasi sebagaimana
dimaksud pada ayat {1), dilakukan terhadap kon-
disi muka air di saluran atau sungai, penampang
saluran, kualitas air, curah hujan, jenis dan per-
tumbuhan budidaya dan produksinya.
Pemantauan pelaksanaan pemeliharaan jaringan
irigasi 'tambak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf d, dilakukan terhadap pemeliharaan
rutin, berkala dan perbaikan darurat baik yang di-

. lakukan secara swakelola maupun kontraktual.

Evaluasi dilakukan terhadap hasil pemantauan
dan pemeliharaan seb-
agaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

pelaksanaan operasi
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(5} Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), digunakan sebagai masukan dalam menyu-
sun rencana operasi dan pemeliharaan berikut-
nya.

Pasal 9
{1) Kelembagaan dan organisasi pelaksana operasi
' dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak seb-

agaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meru-
pakan pelaksana operasi dan pemeliharaan‘jarin-
gan irigasi tambak ditingkat pengamat dan juru
pengairan.

(2» Struktur organisasi kelembagaan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1}, terdiri atas:
a. pengamat pengairan;

juru pengairan;

staf teknik;

taf administrasi; dan

® a0 0o

petugas pintu air.

Pasal 10

(1) Pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringah
irigasi tambak sebagaimana dimaksud dalam Pas-
al 4 huruf f, didasarkan pada angka kebutuhan
nyata operasi dan pemeliharaan (AKNOP).

{2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat

" (1), terdiri atas:
a. biaya operasi; dan
b. biaya pemeliharaan.
Pasal 11

(1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak
dilaksanakan berdasarkan Manual Operasi dan
Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak yang telah
ditetapkan.

(2k) Dalam hal ManuaI'Operasi dan Pemeliharaan Ja-
ringan Irigasi Tambak belum ditetapkan, pelaksa-
naan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan
irigasi tambak dilaksanakan sesuai dengan keten-
tuan Lampiran Peraturan Menteri ini yang meru-
pakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan
Menteri ini.

{3) Dalam menyusun Manual Operasi dan Pemeli-

haraan Jaringan Irigasi Tambak harus mengacu
pada tata urutan substansi pengaturan yang ses-
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uai dengan fungsi dan tugas, sebagaimana ter-
cantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan
Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini:

a. ketentuan peraturan perundang-undangan men-
genai operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
tambak yang telah ada sebelum ditetapkannya
Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku
“sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
dalam Peraturan Menteri ini; dan

b. kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan iri-
gasi tambak yang masih dalam proses sebelum
ditetapkannya Peraturan Menteri ini, tetap di-
laksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Per-
aturan Menteri ini.

Pasal 13
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan. ) i
Agar setiap orang meéngetahuinya, memer-
intahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dalam
Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2105
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS|I MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 642
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